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: a. bahwa perencanam Rencana Umum Tata Ruwing Kota dengan

Kedalamin Rencana Detail Tata Ruang Kota [bukota
[Kecamatan Grabag pada hakekalnya merupakan sustu upaya
untuk merath suatu (ujuan yaitn mewujudkan kebutuhan Tata
Ruang Fisik Kota [bukota Kecamalan Grabag dalam
mepampung tuntulan kebutnhan penduduk sesuai dengm la;u
pectumbuhan pt.rrﬂ:alglulrm :

bahwa Ihulr.u!a [Cecamatan Grabag sebayai salah satu pusat
pertumbuhan Sub wilayah Fembangunan Daerah ? Tingkat (1
Magelang Sub Wilnyoh Pembanguman Bagina Timur (1)
petlu  ditata - ~dan  diarahkan perkembangamtya  serta
ppm;pmimwwuwa secara optimal, berkelanjulan, berdasarkan

rencana  dan. program. ltu'ttttnu se:lu ten:tpl} S
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10.

. bahwa imdusurknu pertimbanga i atas dipandang perly

e

menelapkan Peraturan Daerab Kabupaten Daerah Tingkat 11
Magelang yang mengatur tentang Rencana Umum Tata
Ruang Kota dengan Kedalaman Renana Detail Tata Ruang
Kota Ibukota Kecamatan Grabag Tahun 1995 sampai dengan
Tabun 2015 sebagai lindasan bagi peraturan Tata Ruang Kota
[hkota Kecamatan Grabag.

. J

Hinder Ordonansi Sth. 226/1926 atau Undang Undang
Gangguan ;

Monumenten  Ordenansi  Stb. 2381931 mengena
Perlindungm Monumen-monumen Bersejarah ;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan ’
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propiosi Jawa i
Tengah ;

Undang Undang Nomnor § Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomer
38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

Statvorming Orodonanti (SPO) Stb. 168/1948 tentang undang
Undangr Pembentnkan Kota ;

Undang Undang Nomor 11 Tabun 1674 tentang Pengairac ; .
Undang Undang Nomor 13 “Tahnn 1980 tentang Jalan ;

Undang Undang Nomor 4 Talun 1982 tentang Ketentun-
ketentuan Pengelolaan Lingkungan Fidup ;

Undang Undang Nomor 24 Talun 1992 tentang Fenataan
Rumg ;

Peraturan Pemeriotnh Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air ;
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Peraturan Pemerintah Nomeor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

Peraturan Pemerintall Nomor 29 ‘Tahun 1986 tentang Analisa
Mengenai Dampak Liogkonggan ;

Peraturan Pemeriotah Nomor 14 Tabun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan  Pemerintahan  di  Bidang
Pekerjaan Umum kepada Dnerah ;

Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 9 Tahun 1982
tentang Pedoman Penyusiman Perencinaan dan Pengendalian
Pembangnunan di Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tazlum 1986
tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Wilayah
[ndonesia ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Talmm 1887
teutang Pedom:n Penyusunan Rencana Kota ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tabun 1588
tentang Peturjuk Pelaksanaan Peraluran Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kota ;

lostruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986
tentang Pelaksmano Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota &
Selurull Wilayah Indonesia ;

[ostruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 14 Tahun 1383
tentang Penatam Ruang Terbuka Hija &i Wilayah Perkotuan;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tiogkat [ Jawa Teungah
Nomor 7. Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
pewerintah Propinsi Daerah Tinggkat 1 Jaws Tengah dalan
Bidung Kepariwisatamn kepada Doerah Tingkat 1) (Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Ticgkat 1 Jawa Tengah Tahun 1984

Nomaf, 70) ;
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921, Peraturan Daerah Propinsi Daerab Tingkat 1 Jawa Tengah
Nomor 8 Talwm 1990 tentang Irigasi Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah (Lembaran Daetah Propinsi Daerah Tingkat 1
Jawa Tengab Tabun 1991 Nomor 10) ;

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota
Kecamatan Muntilan, Mertoyudan dan Grabag (Lemberm
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Tahun 1955
Nomor ) ; ‘

23, Peraturan Duaerah Kabupaten Daerah Tingkar [[ Magelang
Nomor 2 Tabun 1992 tentang Pola Dasar Pembanguman
Diaerah Tingkat [ Magelang.

Dengan Persetujuan Dewabn Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten daerak Tingka
I Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAMH
TINGKAT 11 MAGELANG TENTANG RENCANA LML M
TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN
GRABAG TAHUN 1995 SAMPAI DENGAN 2015. ‘

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasud 1
Dalam peraluran daera ind yang dimaksud dengan

a.  Pemerintah Doerah adalah Pemerintah Kabopaten Daersh Tiogkat U Nagelang ;
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Dewan Perwakilan Ralyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rukyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magelang ;

Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tinglat Il Magelang ;

Rencana Umum Tata Ruang Kola yang selinjutnya disebat RUTRK adaiah

Rencana Pemanfaatun Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian
pembangunan  antar  sektor dalan rangkn pelaksanaan  programe-progran

pembangunan kota dalam jangka panjirng |

Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selmojutnya disebawt RDTRE adalah
Rencana Pemanfaatan Ruang Kola secara terinci yang disusua untuk penyiapan
perwujudan ruang kota dalam mogka pelaksanaan  program-program

pembangunan kota ;

Wilayzh adalah kesatuan geogralis dengan benmk den ukuran menurut
pengamatan tertentu ;

Wilayah perencanaan adalabh wilayah yang diarshlam pemanfaalan rusognya
sesual dengan masing-masing jenis rencana kola ;

Kota Grabag adalah Ibukota Kecamatan Gratag Kabupaten Daerah ‘Tingkat [
Magrelang yang meliputi seluruh Desa Grabag ;

Ruang Kota adalah kesatuan peruntukan pendyediaan fasilitas jasa distribusi dan
lain-lain, untuk kepentingan perencanaan fisik kota Grabag :

Unit Lingkungan adalah saluan pemukiman terkecil yang sevara fisik merupakan
hagian woit perkotaan wilayab terbangun yang herperan dalam pengembangan
kot:inya;

Blok Perumtukan adalah bagian dari unit lingkungnan vang mempunyai pecuntukan
pemanfaatan ruang kota dibatasi oleh joringw pengeraken dan atau jaingan
utilitas ;-

Pasal 2

Rencana Umun Tala Ruang Kota dan Rencana Detail Tat Ruang Kota [bukota
Kecamatan Grabag disusun din ditetapkan oleh Pemerintah Daerab.

L . \Illl'.
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Rencana Umum Tata Rumng Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata
Ruang Kota lbukota Kecamatan Grabag sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dibagi dalzam
tahapan 5 (litna) tahunan.

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata
Ruang Kota Ibukota Kecamatan Geabag terbuka untuk umum, :

Pasal 3 ‘ ,

Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magelang dapat berperan aktif untuk
mengajukan saran wntuk baban peninjanan kembali dalam penyusunan
panyempuruaan Rencana Uimnum Tata Ruang Kola dengan Kedalaman Rencana
Detall Tala Ruang Kota Ihukota Kecamaran Grabag kepada Pemerintah Dasrah
dan / atau kepada Kantor Kecamatan Grabag,

Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan behan
pertimbangan peninjauan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kofa dengan
Kedalaman Rencana Detail Tala Ruang Kota [bukota Kecamaran Grzbag.

Pasal 4

Repcana Unum Tala Ruang Kota dengin Kedalaman Rencana Detail Taa
Ruzng Ko Tbukola kecamatan Grabag yang telah ditetapkan dapat citinse
kemnbali untuk disesuaikan deongan keadam.

Peninjauan kembali sebagaimana dimaksnd dalam ayat (1) Pusal ind dil:m.

secara berkila setiap 5 (lima) tabun sekali pada tahun pertama setelah tahoanan
tabiun berjdan,

Pusial B
Ruang Lingkup Wilayah Perencansan Rencana Umum Tata Ruag Kota dengan

Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Grabay
melipuli seluruh desa Grabag seluas 462,264,
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Wilayah Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota [bukota Keenmatan Grabag dibagi dalam 5
(lima) lingkungan kota sebagaimana terlampir pada peta RK. 02,

BAB I
KEBUAKSANAAN DASAR RENCANA

Bagian Perlamn

Tujuan Pembangunan dan Pengendalian
Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Grabag

Pasal 6

Tujuan Pembangunan dan Pengendalian Tata Ruang Kota merupakan suatu
upaya untuk melihat ke masa depan dengin mempersizpkan diri ucink
maughadapi persoalan-perscalan yang diperkirakan zkan timbul di masa
meandstang. dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki, beik
potensi fisik, sosial maupun ekonomi.

Kecmatan Grabag sebagal pusal pertumbuhan Sub Wilayah Pembangmman [
dibarapkan lebih memberikan jasa pelayanan baik di bidang pemerintzhan,
sosial, maupun ekonoimi.

Kecamatan Grabag sebagai salah satu pusat perfurabuban dan perkembangan
kota di Kabupaten Daerah Tingkat [ Magelang, maka [bukota Kecunatm
Grabag agar berbenzh dird yaitu :

a  Secara inferna dapat menampung tuntutan kebutuhan penduduk dalan
pelavanan sosial dan ekonomi yang memadal sebognl kKonsekwensi dan
perkembangmn penduduk,

b. Secara eksternal selalu meningkatkan hubuoayan devgen kota-kota lain,
sehingza dapal memanfastkan proses kegiotan ketakota sekitanya dan
wilayah sekilwnya (belakangnya),

Pedoman rumusan hyean pembangunan Kota Grabag dipertukan sebagal upaya
manyusun repcana pembangunan kota yang secasi, menyeluruh dan terpadu,
serla  mampuo notuk  dilaksanakan  sesuai  dengin  funtutan  kelwtuhan

perkembangan dan pectumbuhan kota,
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Bagion iKedua
Peranan dan Fungsi Kota Grabag]

Pasal 7

Peranau Kota Grabag adalah sebagni berikut :

(1)

)

Sebagal Ihukola Kecamatun, artinya sebagai pusat pengembangan daam sty
sistem  pengembangan  wilayah Kecamatan dan  sebegai  pedoman
perkembangan kota, dengan pengendalian dan pelaksanaan pemt
melalui pemanfaatan rumg kota unluk meroberikan kepastian hukum
peruanfaatan rumg kotanya,

Sebagal pusat perdagangan bagi skala lokal (Kota) dan transit perdagmgm
dalam skala regional (SWF. [11).

Pasal 8

Fungsi Kcta Grabag yang akan dituju adalah :

(1)
)

(4)

(3)

(1)
(7

Sebayal pusat administrasi pemerintahan di Wilayah Kecamatan Grabag ;
Selagai pusat pelayanarn sosial, artinya Kola Grabag sebagai pusat pelay man
k=szhatan, pendidikan, pelayanan numum, rekreasi, hiburan, jasa don pelay nan
utilitus yang lain.

Sebapai pusal aglomerasi (pemusalan dan peogelompokim) pendudik dan
peiukiman ;

Sebaya pusal Delayanan ekonomi,

Sebagai simpul ransportasi, artinya pembangunan  ansportasi sutar kot
aupun U ansportasi regional,

Sebayal siiopul jacingan kolekior dan distribusi wilay ah sekitacnya,

Sebaygai pusat peogembangan keseimbanga lingkungan hidup.
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Bagian Ketiga
Steategi Dasar Pengembangim

Pasal 9

Strategi dasar pengembanggan kota Grabag dengm pendekatan kessimbangan
Taia Ruang.

Strategi  perencanam  disusun  berdasarkin  pertinbengan  pertimbangan
rasional, optinasi, sebagal alat kebijakeansn,

Posal 10

Strategi jangka panjang, meliputi usaha pemenuhan tuntuian warga kotz aizs
pelayanan sosial ekonomi serta tuntutan kualitas lingkungan yarg memada
sckaligus dalam menunjang pemasaran dan perdagangan dari komoditi wilayan
belakaugnya

Straregi jangka menengah duo pendek, oengarall pada pemenuhan pelayanan
penduduk vang sangal mendesak, yang perlu ditangywlangi secara cepat dn
tepat, sehingga akan menunjang terpeoulinya sasaran rescans jangia panjang
yeng digariskan. ;

Bagian Keempal
Kebijaksanann Kependudukan

Pusal 11

Arahan pengembaopan dan pengendalian kepeadudukan yaitu pada tshap-tahap
awal  mempertahankan  tingkal  perkembangan  penduduh  sebegm
kecenderungan yang ada, den pada tahap lwjut menicgkatoya dengan cara
menarik lebib banyak peondatmg daci wilayah di lnanya, kenudian pada tabap
aklir setelah mencapai titik optimal menjaga kestabdlan dan Keseunbangan

jumilal penduduk.

Stracegd yang diguoakan untuk menack lebih booyak pendatang sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini adalih dengan menberikaa mogsangn daa peluang
bagi terciptanya kegiatan yang dapat memboka lapangn kerja baru dengan
mengembmykan kegiatao-kegialan usaha yang menunjang sektor-sektor dalam
pembangunan.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 12

Pengeturan penyebaran penduduk yeng tertinggi pacla wilayah pusat keta
(bagzian tengah dan barat) dan secara Lergradasi makio meourun ke ardh tinor

dan selatan.

Pengaturan tingkat kepadatan penduduk sebagaimana dimaksnd ayat (1) Paed
ind dipilalikan atas limatipe, vaitu ;

Kepadatan penduduk tertivggi etakisar G0-80 jiwa/ ba ; "\
Kepadatan penduduk menengah berkisar 40-60 jiwa / ha ;

Kepadatan penduduk menengah rendah berkisar 20-40 jiwa / ba;

Kepadatan penduduk tendah hingga seletas 20 jiwa / ha

=0 e

Bagian Kelima
Kebijaksanazn Tala Ruang

Pasal 13

Pengertian kebijaksanaan tala mmang adalah kebijaksanasn pengembanga
untuk menenfukan arah perkembangan Kota Grabag beserta arahan loiasi tagd
kegialan-kegiatan penling yang direncanakan.

Ketijalsargan pengembangan tala rmang Kola Grabag wengurah keoala
stuktr kota yeng dityju dengan peogisim alas areéa-area terbanguriia
wengikuli pola intensifikasi dan ekstensifikasi.

‘

Pasal 14

Struktur kota ynog dituju sebagaimana divebsud Pasal 13 ayst (20 deogm
rawrmssn sebagal berikul §

a  Jalan Kolektor Primer didesain beidasakan hevepatan renowen palog
remdah 40 (eanpaat pulul)) ko 7 jan dan Jenga lobar Babar oo 0w
Fucemy dewd 7 Clujuld mete,

b, Jalan Lokal Primer didesaio berdasakin kevepalan rencena paling o
20 (dua pulul) ki /7 jan dan denggan lebar badan jdan tdas kwrang

(enzun) meter, - 1251
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@)

1)

@)

3)

)

()

-11-

¢ Jalm Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatzn rencana paling
tendah 20 (dua puluh) km / jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang
7 (tujuh) meter,

d. Jalan lHoghungan yaitu jalan yany menghubungdan blok-tiok perwnpaban
dengm jalan lokal sekunder. Lebar jalan ini direncanakan 3-5 meter.

Rencana pengembangan Jaringan Jalm selengkapnva dapat dilikar pe *a Peta
Rencana Jaringan Jalan dengan kode nomor lebar RA7 sebagaimana oraebut
dalam Lampiran Peraturan Daerah icd.

Bagian Keennm
Kebijaksanaan Pengembangan Fasilitas Kota

Pasal 15

Kelijalsanaan pengembangan fasilitas bagi kebutuhan Kotz Grabag dijabarkan -
berdasarkan pada arahan pemanfiatzm ruang kota, yang dimakscdkan untuk
maimudahkan dalam pengaturan, pengawasan seria pelaksanaan pembangunan
kata.

Rencana guna lahm dan pemnfmatan Ruang kota menggombarkan lokasi
kegiatan yang akan dikembangkan di kota Grabag sampa pada alkhic tabum
pETEnCAnan.

Kegiatan primer, yukni kegiaim yang merupakan fuogsi priner kota dalam
pelayanan terbadap penduduk daerah sekitarnya ataun penyangua.

Kegiatan sekunder yakni kegiatan yang merupaken hmgsi sebunder kela
dalam pelayanan t=thadap penduduk dalam kota.

Pnsal 16

Arahian peraniaatan ruang Kola Grubag securn keseluruban dijabarkan dalamy
dua arahan penyebaran, yakni daerah yoog dikembangkan sebagal daersh yang
berciri whan dan daerah yang dikembangkan sebagai daecah yang lidak
sepennthnya berdri ueban,

Dipindai dengan CamScanner
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Rurousan rencana yang dikembangkan ayat (1) Pasal ini akan meninjau blok par
blok, kemudian pada setiap blok tersebut alan ditinjau area peruntukannya.

Araban pewmanfaatan ruang kota vang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
ayat (1) ini, fasilitas-fasilitas kota yang akan dikembangkan di Kola Grabag
melipuli :

a.  Rencana pengembangan linglkungan perwmahan ;

b, Rencana pengembanygan fasilitas pelayanan kota,

Kebijaksanaan pengembengan fasilitas di arahkan sesua dengan beotuk dan ﬁ
fungsinya baik bagi skala kola, maupun bagi skala yaog letin luas.

Pasal 17

Kebijaksanaan pengembangan lingkungan perwnzhan sehagaimana dimaksud,
Pasal 16 ayat (3) didasarkan atas kebijaksanaan pengembangam kebutuhan
fasilitas perumahan bagi Kota Grabag yang memuogkinkan dijangks samga
pada akhir tabun perencanaan.

Kebijaksanazn pengewmbangan bagi [asilitas pelayanan kota sebsgmimma
dimaltsud Fasal 16 ayat (3) untuk memberikan araban bagi alokasi dio ez
pangadaan dan pengembangannya, besaran atau skala pelaymannyz, usahe-
usaha pengendalian pengembangan fasilitas yang tidak terencana eterkzitan
atzu pengaruh dengan fungsi dan fasilitas pelaymoan kota yang lan dan oava
pengaturan kesetmbanygan lingkungan.

BAB Il
RUMUSAN RANCANGAN FISIK DAN ‘
RENCANA PENGEMBANGAN

Baginn Pertama
Rencana Pemanfmatin Ruang Kota

Pasal 18

Pengertian pesanfaatan mung kola ditinjan dari segl besaroya merupakan
suaty usaha uniuk memberi ketangka Wilayeh Kota Kedaaman Hick
peruntulian vang dimaksudkan noivk memberikan kejelasan daa kemudahs
dalam |wn!;.|l ura, wp;mﬂﬂlhulau [ﬂﬁmm-lhummﬂ L e

wal s v N LS
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(2) Besatan kepiatan serta intensitas penggunaan lehan yang dipeckenankan
berlangsung di lokasi yang bersangkutan,

@)  Pemmfaatan ruang kota sebagaimana yang dimaksod syat (2) Pasal ini meliputi
kebutuhan fasilitas perumaban, pemerintahan smiun, perdagangan, jasa,
pelayanan sosial, jalur hijau den ruang terbiuka hijas, transportesi dea industri

rumah tangea,
(4) Pemmfastan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayal (3) Pasal ini

direncanakan sebagaitnana tergamber i dalarn rencana pemanfaatan ruang
O dengan kade RK. 05,

Bagian Kedun
Rencana Pengembangan Perwilayahan Kota

Pasal 19

(1) Pengertian perwilayahan kota adalah untuk membedakzn Wiayah Kota ates
beberapa bagian yang wempunyai karakieristik pengembangnn tert=nit.

() Perwilayzhan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atzs 3
(lima) lingkungan, yaitu Lingkungan I (daerah pusat kola) lingkungan [I
(wilayah kota bagian utara), lingkungan III (wilayah kola bagian timwr dan
selatan), lingungan [V (wilayah kota bagian selatan) dan lingkmgan V (wilaysh
keta begian barat).

) Kelima lingkungan kota sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ind teediri ates
126 blok peruntukan.

(4) Datas-hatas perwilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat &) dan (3) pesal,
digambarkan seperti tercantum di dalam peta Rencana Peabagian Wikayab
Koia (RK12).

Pinsal 20

Daya tampung wilayah dalam menerima boban hunim sebagainasa ditetapkan
perwilaydiamya sesuai dengan Paval 19 sampai dengan tabua 2015 diacahkan

besjumlah + 13,426 jiwa.

S, b

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian I{miga

Recnna Intensitos Pemanfaatan Ruang Kota
Pasal 21

Pengertian intensitas pemanfaatan ruang kota Grabag sebagaimana dimaksyq
Pasal ini adalah pemakaian ruang kota dengan pengaturan tingkat kepadatan
secara horizontal serla tinghat kotingginn bangunan secara vertikal pada setiap
hlok peruntukan,

Pengeturan kepadatan bangiunan sebagaimana dicoaksud ayat (1) Pasal ini akag
diatur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang dirind dalam tingkatan :
a.  Kepadatan tinggi, dengan KDB berkisar antara 60% - 80% :

b. Kepadalang Menengah, dengan KDB berkisar antara 20% - 50% ;

c. Kepadatan Rendih, dengan KIDB di bawah 20%.

Pengaluran ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasa ini
dilakukan melalui Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dirind dalam
ung‘n.aima
Retinggian rendab, dengan maksimum terdiri 3 lantai, KLB = 2 x KDB,
dan tinggi puncak bangunan berkisar miara 5 meter dari lantsi das=.
b. Ketinggian sangat rendab, yang merupaltan bangunan tidak bertingkat atam
bertingkal maksiowm 2 lantai, KLB = 2 x KDB, dan tinge punecak
bzmgunan 11 meter dari dari lantai dasar.

Rucausan intensitas pemanfaatan ruang Kota Grabag adalah :

a Kepadalan tinggi dan ketinggian rendih untuk fungsi komersial
perdagangan di pusat kota dan sekilarnya ;

b. Kepadaiang menengah dan kelinggian rendab untuk fungsi pelayanan
sosial di pusat kota dan selitamya ;

¢. Kepadatan menengah dan ketinggian rendah utouk fungsi perwraban &
pusat kora ;

d. Kepadalan menengah dan ketinggion sangst rendah uniuk fungsi
perumahan di sekitar pusal kola ;

e. Kepadatan menengah dan ketinggina sangat rendah untuk fungsional
komersial, sosial dan peruronbin di daerah pinggiron ;

f. Kepadatan sangut rendah dan ketinggian sangat rendah ml: dntﬂl
dengan karakieristik pengembangan dengan dominasi ruang letw:i. wh
pertaniam,

s 1I' ¥ ""... wu
S, &_‘_‘-L-n.‘y.‘-.'-
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Kepadalan dan ketinggian tangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini
dignmbarkan seperti tercantum dalam Lampiran Peta RIC.14 dan RK.15.

Pasal 22

Pengembangan lingkungan perumahin mengarah pada pefyispan tanah-tanahf
perumahan untuk menampung kebutuhan akan permnahan bagi warga kota dan
pendatang dalamf bentuk intensifikasi, ekstensifikasi dan perumahan campuran
sampai  dengan Tahun 2015 dengan memperbatikan  kebijsksanam
pembangunan secara menyeluruh,

Pengembangan pusat kegiatan kota merupnken arahan sekaligus pengendalian
bagi pengembangan kegiatan-kegialan yang merjadi sentral di keyiatan kola0

Pengembangan  sistem  traosporlasi  dilukukan sebegai entisipasi atzs
pertmnbuhan aktifilas pergerakan regional serta di dalan Lotz itu sendiri.

Pasal 23

Bentuk pengembangan intensifikasi sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat E}
Peraturan Daerah ini adalah peningkatan tipe wisma kedl dan tpe wisma
sedang yang dimungkinkan untuk dilaktukan di dalam lingkungan perurnaban
yang sudah ada.

Peninghatan tiype wisma kecil / sedang dialokasikan pada tepi jalan lingkungan
atau jalan lingkat 1okl sekunder ke bawah.

Peninghatan tipe wisma besar dinlokasikan pada tepi-tepi jalan lokal sekunder
ke atas yaitu di blok 3.12 dan blok 5.14.

Reuncana perpetakan hangunan sebagnimana dimaksud dalam ayst () da )
dalam pasal ini digambarkan seperti tercantum dalam Lampiren peta RK.16.

Pnsal 21

Benuk pengembangan ekstensifikasi sebagaimana Pasal 22 ayat (1) t‘erm
Daerah ini mervpakan bentuk pengembangan wnluk logkungue perumahan
baru yang memnanfaakan tansh-tanah kosong maupuan alih puna tanah-tanah

pertanian.

Dipindai dengan CamScanner
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(2)  ketetgpem  pengembenzan  selagaimana daksud  ayat (1) Pasal jpj
diklasifikasikon tiga stndm kapling setaa dengan bentok pengrmbangan
intensifikasi wisima besar, wisma sedeng dan kecil sebadmana dimaksud
Pasal 23 Peratuyim Uaerah ind,

"

@) Delsksanam Pengembangmn ekstensifikasi sebeogaimann tepsebmt ayat (1) dan
ayat (2), berdasackan pada kevenderungan pertunbnlan dan pilsl prodds T
lehem,

Pasal 25

(1)  Pengembangan liogkungan perumahan campuran sebagaimana dimaksud pasd
22 ayat (1) merupakan bentuk lingkungan perwnahan ymg Fkombanchos
deigan jeoisgenis kegiatan lain,

(2)  DBeotuk pengembangan lingkungan perumalan campuran  sebagamana
dimaksud ayat (1) Iasal ini diteotukan sebaga berikul :

a Tipe I yang dikembangkan pada sepanjang jalan kelas Kolektor, demgn
aturan perbadingan minimal luas lantai sebesar S0% vomk permmalion

dan maksimal 50% untuk usaha.

b. Tipe [l yang dikembangkan pada sepanjang jalian keles lckal deogm xaw
perbandingan luas lantai sebesar minimal 70% watuk perumobam dan
mak simal 20% untuk kegnatan usaha,

Pusal 26

(1)  Pengentanpan pusal Keyiatan Kota Grabey sebayaimapa dimsksod Puasal 02
ayal (2) Peraturw Daerah ini mengalur pengembangan ruang bagd pela o
adndnistrasi, pelayanan sosisl, dmn peliyanan ekonomi bevskala koor A

wilayah,

@) Beutuk pengembongm pusat kegiatan hota sebaygaivana dimaksud ayat (1)
~ Pasal ini berturopu pada jalue-falue primer dan kolektor sekunder,

By i--u--‘
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Ponsal 27

(1) Bentuk pengembangan sistem transportasi sehagaimana dimalksud dalam Pasal
22 ayat (3) peraturan Diaerah ini mencakup pengaluran sistem jaringan jalan,
pola sitkulasi kendaraan umum dim pengaturan prasarana iransportasi.

(2) I;emattual sistem jaringan jolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
meliputi penentuan jaringan jalan fungsi kolektor primer, lokal primer,
kolektor sekunder, dan lokal sekunder.

.\3} Pengaturan sistem jaringan jalan dilakukan dalam baias-batzs Daerah Milik
Jalan (Damija), Daerah Manfaat Jalan (Damsja), dan Daerah Peongawasan jalan

(Dawasja) berupa pelebaran dan peningkatan jalan yang sudah ada, serta

mambuka jalan baru.

(4) Pelebaran dan peningkatan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pasal ini akau diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlake.

(%)  Rencana peugaturan jaringan jalan sebagaimana dimatsud dalan ayat (2) Pasal
ini digarabarkan seperti tercinlum dalam Lampiran Peta RK.0O7.

Pasal 28

(1) Pem.;amtaa pola sirkulasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Peraturan
Daerah ini meliputi penyiapan jalur-]alur nlan yang dilayani arus lalu hnotas
angkutan wpwn dan barang.

2) Angkutan umum vang nlemprmyai truyek dari / ke /lewuat Kota Grabag akan
(. diztur lebih lanjul sesvai peraturan yang berlaku dan diintegrasitan deagan
cistem angkutan nmmn Kabupateu.,

(3) Rencana Sistem Jaringan Pergerakan atanf pesgaturan pola sickulasi
se hagaironca ditnaksnd dalam ayat (1) Pasal ind, digambakan seperti tegeantum
dalan Lampiran Petak 1)KK.08,

Posal 29

(1) Pengaturan prasuraa trangpoctasi sebagnimana dineksud Pasal 28 ayat (1)
Peraturan Daerah ini ,‘f;zelipmj penanganan sisting perparkiron sertn pengadaan
pemberhentian ancliutog .
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Setiap fungsi kegiiatan vang potensial membutuhkan pelayanan parkir, wajib
menyediakan ruang parkirnya sendiri.

Pengadasn pemberhentian angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini berupa perabuatan halte pada pusat-pusat kegiatan kota.

Bagian Kelimn
Rencana Pelayanan Fasilitas dan Utilitas

Pasal 30

Di Kota Grabag dikemtangkan fasilitas pelayanan lingkungan berupa
pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan perbelanjaan.

Penyediaan fasilitas pelayanan didasarkan pada aspek-aspek per wilayahan,
arahan struktur kegiatan, tingkat perkembangan pendudu: vang
membutuhkan, serta standar pelayanan fasilitas yang berlaku.

Fasilitas yang masih sesuai dengan dasar tersebut ayat (2) Pasal ini tetap
dipertahankan dengan pengaturan penataan lebih lanjut untuk meningkatkan
daya roanfaat tanah secara optimal.

Pasal 31

i Kota Grabag dikembangkan sistem utilitas kota yang terdini alas jaringn ari
bersih drainase dan irigasi, sampabh, javingan listrik dan telepon.

Penyediaan utilitas kota didasarkan pada aspek-aspek tuntutan kebutuhan
pendudul, kesehatan lingkungan dan konservasi sunber daya alam.

Bentuk pengembangan sistem wfilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

diggaonbarkan seperti tercantum dalam Lampiran Peta RK.09, RK.lO RK11,
RK.12, RK.13.
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Bagian Keenam
Rumusan Pokok Pelaksanaan Rencana

Pasal 32

() Pelaksanaan rencana di lakukan dengan pembangunan Kota Grabag secara
bertahap dan sesuai dengan pentahapan Pelita Daerah.

. @) Arshan pentahapan dititikberatken pada bidang fisik tata ruang dengan
: @ stimmwasi jaringan jalan.
(3) Tahapan pengembangan ruang ku;a sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

digambarkan seperti tercantum dalam Lampiran Peta RK.18, RK.19, RK20,
RK.21. RK.22, RK.23, RK.24, RK.25, RK.26 dan RK.27.

Pasal 33

Dana pembiayaan pembangunan Kota Grabag dapat diperoleh dari Pemerintah
Alasan, pemerintzh daersh, swadaya masyarakat, maupun sumber-sumber laiz yang
sdh. : -

BAB IV
WEWENANG PENATAAN RUANG KOTA

Pasal 34

. Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenmg mtuk mengambil langksh-
langkah kebijaksanamm dalam melaksanakan Rencana Umunt Tata Ruang Kota-
dengan keddlaman Rencana Detail Tala Rumng Kota lbukota Kecamatan Grabag

sesudl dengan peraluran perundang-undangon yang berlaku,

@)  Dalam pelaksanam pembanguman dan pengawssan Rencana Umum Tata Ruang
Kota Dengan Kedaaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecnmatan
Grabag, Bupai Kepala Daerah dapat menunjuk aparnt pelaksana dan
pengawasan pembangunan sesuai dengan hidangnya. T

S 1
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BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 356

Barang siapa dengan sengaja alaupun karena kelalaiannya melangyar
ketentuan Rencana Umum “I'ata Ruang; Kota dengan kedalaman Rencana Detail
Tata Ruang Kota [bu Kola Kecamatan Grabag ini, diancam pidana kurungan
selama-lananya G (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.-

(lima puluh cibu rupiah). \

Tindak pidana sebagaimana dimaksud aya (1) pasal ini adalah tindak pidma
pelanggaran.

Pasal 36

Selain Pejabat Penyidik Umutn, yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan
atss tindak pidana selagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Dasy ain ini dg o
juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemeriorah
Daerah yang penganghatan, kewenangan dan pelalisanaannya sesua dewym
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Dalam melaksanalcan tugas penyidikan, para Penyidik PFeguwai Negeri Sipd
sebagainizna dimaksud dalan Pasal 36 Feraturan Daerah ini berwenaog :

e
d.

Meneriraa laporan atau pegnaduimn dari secrang tentang adanya tindak pidaoa
Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tewpat kejadian dan melakukan

pamerikeaan |
Menyurub berhenti seorang tersmyka dan memeriksa tanda pmgend dtn

tersaogla ;
Melakulan penyitaan benda dan ataw sucat ;

Mengambil sidik jairi dan memotrel seorang. -
Mememggil crang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataa mhn ;
Mendalangkan orapg ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkary :
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a. Mengadakan proghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik
bahwa tidak terdapat cukup bukti atan peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidilk memberikan hal tersebut
kepada penuntut umun, tersangka atan keluarganya ;

b.  Mengadakan tindakan iniu meowrnt bukim yang  dapat  dipertanggung
jawabkan. oo i

BAB Vi
O KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Peraturan Daerah ini dirinei lebil Ianjut berupa uraieam dalain bentuk Komgplikasi [zia,
Analisis dan Rencana Umum Tata Ruang dengan Kedalaman Rer zma Detzil Tata
Ruang Kota [bukola Kecamatan Grabag serta Album Peta yaog merupakan bagian
yang tak terpisabkan.

Pasal 39

Peraturan Draerah ind dilanpin Peta;
RK.01 Rencana Strukiur Kota yang dituju.
REK. 02 Rencana Pembagian Wilayah Kota.
RK. 04 Rencana Kepadatan Penduduk.
RK. 05 Renczna Pemanfaalan Ruang.
KK.06 Rencana Pelay:mn Kegiatan Kota.
KK. 07 Rencana Jaringan jalan.
kK. 08 Rencana Sistem Jaringan Pergerakan.

.. 09 Rencana Jaringan Air Bersib.

K. 10 Rencana Jaringn Air Hujan (Drainase).

RE. 11 Rencana Sistean Jaringan Listrik,
RK. 12 Rencana Sistein Jaringan Telepon.
RE. 13 Rencana Pennbaangan Sampah.
RK. 14 Rencana Kepadatan Bangunan,
RK. 15 Rencana Ketingginn Bangunan,
RK. 16 Rencana Perpetakan Bangunan,

RK.17 Rencana Caris Sempaden. ., . 7 .~

RK. 18 Rencana Penanganan Baogunan, ‘

RK. 19 Indikasi Program Pelaksanas Pembangunan Tllhupf

RK. 20 Indikasi Program Pelaksanaan Pembangnoan Tabap (1 ~ W
]
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RK.21 Indikasi Program Pelaksanaan Pembaogunan Tahap III
RK. 22 Indikasi Program Pelaksanam Pembangunan Tahap IV
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

£

Dengan berlakunya Peraluran Daerah ind, maka semua ketenfuan yang bertent. . _;31'1
dengan Peraturan Daerab ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengecs
pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengim Peraturan yang terlaku

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai beclaku pada tanggal divmdangkan.
Agar supaya sefiap crang dapat mengetahuinya, diperimahkan peegundangcan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerab Kahul“jn
Daerah Tingkat [[ Magelang.

Mitetapkan i Kota Mungkid
Padatanggral 29 Mei 1995

DPRD BUPATIKEPALA DAERAH TINGKAT 1l
KABUAJ'TEN DATI [l MAGELANG MAGELANG
KRETUA
TTD TTD
SUGIHARD)O KARDI
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DISAHKAN
Dengan Keputusan Guibernur Kepala Daerah Tingdkat I Jawa Tengah
Nomor : 188.3,260/1998 tanggal 13 Nopember 1008
An. Sekretaris Wilayah /Dacrah Tingkat [ Jawa Tengah
[Kepala Biro Hukum
Ttd
TARTOPO SUNARTOSH
Penala Tingkat ]
NIP.500 (48 825

4 Undangkan dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Daerah Tiugkat I Magelang
Nomor 11 Tahun 1998, Tanggal 19 Nopember 1098
Serie D ; Nomor 8
Ymt.Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. H. SOLECHAN AS
Pembina Tingkat [
NIP. 500 (34 460
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA
KECAMATAN GRABAG TAHUN 1995 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 §

(.  PENJELASAN UMUM.

2.1. Pengerlian Rencana Umum Tata Ruang Kola dan Rencana Detal Tata
Rumy Kola.

Rencana Umumn Tata Ruang Kota (RUTRK) lebih bersifat struktural dan
kouseptual, sedang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRX) untuk
memberikan arahan dan pengarahan perkembangan dan pertumbuhan
kota. Rencana Umwn Tata Ruang Kota dengan kedalarnan Rencma
Detail Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan rumg kota yang
disusun unfuk menjaga keserasian pembangunan antar sekior dalam
rangka pengendalian program-program pembangunan keta dalam jangka
panjang. Rencana lersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan
pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencma
sislem jaringan utilitas, rencana kepadatan bingunan, rencana ketinggian
bemgunan, rencana penanganin lingkungan kota, tahapan pelaksimaan
pembangunan, dan mendasarkan pada indikasi unit pelayanan kota. U |

Rencana Umum T'ala Ruang Kota dengan kedalaman Rencnna Detail
Tala Ruang Kota Ibukota Kecamatan Grabag merupakan wadah vang
mengkoordinasikan kegintan Kota Grabug. Oleb sebab itu hilanma
sudal ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati dleh semua piliak,
baik peroerintah maupun masyarakat. Untuk itu sebelum penetapan
hubum diberikan, rencana tersebut horus sudah disetujui roelalud
konsensus vmum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah ‘Tingkat
1, Pemerintzh Daerah Tinglar 11 dan masyarnknt kota yaog bersangkutan
tentang bentuk, arshan, strategi da priorilas pembangunan dan

pengembangan kota,

Dipindai dengan CamScanner



1.1.

-95.

Ketentuan yang mendasari rencana tersebul adalah Peraturan Menteri
Dalamt Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kota yang prosedur penvusunannya distur dengan Keputusan
Meateri Dalam Negeri Nomor 59 Tabun 10838 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Rencana Kota, serta Petunjuk
Pelaksanaan Teknis Penyusunan Rencana Kota di Daerah (Ditjen

Bangda, Juni 1990)

Pengertian Rencana Tata Ruang Kola Ibukota Kecamalan.

Rencana Tata Ruang Kota [hukota Kecamatan merupakan wvsaha
newujudkan peran kota dalam menampung perkembangan berbega
kegiatan di dalamnya yang memiliki prilaku terbeda ¢esua dengan
karakternya, sehingga kegialan tersebul (apal berlangsung selaras,
serasi dan seimbang menuju suasma yang aman, tertib, laocar dan sebat.
Pengertian dasarnya adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan
secara teknis dan non teknis, yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun
Pernerintah Daerah yang inerupakan kebijaksansan pemanfaatan ruang
dan meunjadi pedomac pengarahan dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan,

Ihukota Kecamatan adalah ibukota dari kecamatan sebagaimana
dimnaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekok-
pokok Pemerintahan Caerah yaitu Fusat pemerintahan di daersh yaitu
pnsat pemerint4ban dari Kecumatan yang bersangkutan.

Rencana Tata Ruang Kota [bukota Kecamatan merupakan pevjabaran
lebily lanjut dzri Pola Dasar Peinbangunan Daerah kKhusnsaya dalam bal
pemanfatan ruang. Rencana Tala Ruang Ibukota Kecwmatan iui
merupakan  rencana  fata reang  kola yang wendasani  stracegi
pembangunan fisik kola sésuai jenis rencana thota yang berlahu. Adipun
dnglealan rencananya adalab Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan
Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kola,

Repcana Tata Kuang Kota fbukota Kecamaian ini diharspkan bersifat
pactishpatif  dalam arli mewbuka hesewpainn byl perafh  swasta,
madyacakal, dinamis dna fleksibel sorta antsipatit terhadap keflaksibel
terhadap kemajum-kemajuan telnolori dan jugga manusiawi, :
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal 2
Pasal 2

Pasal 3
Pasal 3

Pasal 4
Pasal 14

Pasal 5
Pasal 5

Pasal 5
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 5
Pasal 7
Pasal 8

Pasal 3
Pasal 9

[Pasal 10
Pasal 11)

[Pasal 11
’asal 11

’asal 12
Pasal 12

Cukup jelas,

ayat (1)
ayat. (2)

ayat (1)
ayat (2)

ayat (1)
ayat (2)

ayat (1)
ayat (2)

ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

ayat (4)

ayal (1)
ayal (2)

ayal (1)
ayal (2)

ayal (1)
ayal (2)

ayat (1)
ayal (2)

Culgnp jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas,
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cuknp jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Culenp jelas.
Cukup jelas,

Culcup jelas.
Cukup jelas,

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas,

Culeup jelas.
Cukup jelas,
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Pasal 13
Pasal 13

Pasal 14
Pasal 14

Pasal 15
Pasal 15
Pasal 15
Pasal 15

Pasal 16
Pasal 16
Pasal 16
Pasal 16

Pasal 17
Pasal 17

Pasal 18
Pasal 18
Pasal 18
Pasal 18

Pasal 19
Pasal 19
Pasal 19
FPasal 19

Pasal 20

Pasal 21
Paszl 21

ayat (1)
ayat (2)

ayat (1)
ayat (2)

ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)

ayat (1)
ayat (2)
ayal (3)
ayat (4)

ayat (1)
ayat (2)

ayat (1)
ayal. (2)
ayat. (3)
ayat (4)

ayal (1)
dyal. (2)
ayat (3)
ayat. (4)

avat (1)
ayal (2)

.97.

Cukup jelas,
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Culkup jelas.

Cukup jelas,
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas,
Culcup jelas,
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Rincdan Per Wilayah Kota Grabag adalah sebaggai berikut :

= ——

e

Lingkungan |

il e ...,.J

L.1D
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.18
L.17
1.18
1.19
129
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.25
1.27
1.28
1.29
130
1.31
132
133

LUAS (HA)

—

67,31
0,87
4,25
5,93
0,82
4,06
3,25
1,25
1,52
1,87
4,58
0,50
0,43
0,43
0,93
1,25
2,12
0,58
2,68
1,5
2,43
0,68
0,81
0,31
0,81
0,62
1,25
131
4,25
2,00
(0,68
037
0,18
1,26
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1.94 131
1.35 0,75
1.36 0,62
1.37 1
1.38 2#3
139 068
1.40 037
141 047
1.42 1,75
143 0,50
L44 041
I.ulgkmlgau Il . 125,09

2.1 175
z.2 0,75
23 1% 650
24 2293
2.5 5,50
2.6 26,75
2.9 383
2.8 1.75
2.9 093
2.10 393
211 458
2.12 237
213 068
2.14 031
2.15 3,18
2,10 15,06
217 1
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Linglungan U1

Lingungan [V

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.15
317
3.18
3.19
320

4.1
4.2
13
1.4
4.5
1.6
1.7
18
4.9
410
111
4.12

118,12
1,25
0,87
26,56
0,525
1,68
12,75
2,70
6,75
2,75
1,525 o
8,50
22,50
2,125
4,875
2,75
9,00
4,23
125
1,25
3,30

78,10
5,43
10,00
.87 |
3.80

3,98 e
4,06
3,96

18,62
0,75

8,87
2,25
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Lingkungan IV

e —:31- i

5.1

b2

2.3

5.4

6.0

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
511
512
513
514
515
5.16
5.17
519
5.20
521
522
523
5.24
5.25
5.26
527
528
5.29
5.30
531
532
633

133,77

2,14

038 H
0,25 v
0,96 o
0,50

019

043

1,53

163

14 54

649

251

769

326

34,95 -
183
183
23378
6,48
221
0,50
1,00
025
0,50
0,83
1,25
1,00
235
8,50
AR
025
1,7¢

S e S —
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Yang dimaksud Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yaitu perbandingan
antara luas dasar bangunan (luas lahao yang lertutup bangunan) dalam
tiap blok peruntukan terhadap luas blok peruntukan yang bersangkutan,
yang: dinyatakan dengan angka persentase,

Pasal 21 ayal (3)
Yang dimaksud Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yaitu perbandingan
antara luas lantal banguonn dalaro tiap blok peruntukan terhadap luas
blok peruntukan yang bersangkutan, yang dinyatakan deogan angka
desimal.

Pasal 21
Pasal 21

Pasal 22
Pasal 22
Pasal 22

Pasal 23

Pasal 23
Pasal 23

Pasal 24
[Paual 24
[Pasal 24

[*as3l 25

[’asal 26
?asal 206

|’asal 27

ayal (4)
ayal (5)

ayal (1)
ayal (2)
ayat (3)

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

ayat (1) dan (2)

Yang dimnaksud Tipe | adalah setara Wisma Besar dengan luas kapling &
atas 550 M2. Sedangkan Tipe IT adalah Wisma Sedang dengim luas kapling 451
M2 sampai dengan 650 M2. Tipe 111 adalah wisma kedil dengan Inas kapling d
bawah 450 M2,

ayal (3)
ayal (4)

ayat (1)
aya (2)
ayal. (3)
ayal (2)

ayal (1)
ayat (2)

ayal (1)

Culkup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

:~ Culcup jelas.

Culgnp jelas.

Culcup jelas.
Cultup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 27

ayal (2)

<t =33 -

Pengertian jaringan jalan primer, jacingzn jalan sekunder, jolan arteri,
jalan kolektor, maupun jalan lokal adalah setogaimana ditentukan dalam
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tertang Jalan,

Pasal 27

ayat (3)

Pengertian dan cakupan lahan mengenai Daerah Manfaat jalan (Damaja),
Dacrah Milik jalan (Damija), dan Daerah Peogewrasan Jdan (Dawasja)
adalah sebagaimana diconksud pada Undaog Undang Republik [ndonesia

Namor 13 Tatun 1980 tentang J alan.

Pasal 27

ayat (4)

Pelebaran dan peningkatan kondisi mengenai [emaja, Damijz, dan
Dawasja berarti pelebaran dan peningkalan kondisi yang meliputi badan
jalan, saluran tepi jalan, ambang pengaman, sejalur tanah tertents di luar
Diamaja, serta sejalur tanah lertentn di luar Damija yang ada & Sawah

pengawasan pembina jaln.
Pasal 27 ayat(3) Cukup jelas.
Pasal 28 ayat(l) Cukup jelas.
Paszl 28  ayat (2) Culup jelas.
Passl 28 ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 29  ayat (1) Cukup jelas.
Pasal 20 ayat (2) Cukup jelas.
Pusal 29 ayal (3) Cukup jelas.
Pasal 30 ayat (1) Cukup jelas.
Pasal 20  ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 21 ayat (1) Cukup jelas.
Pougl 21  ayul (2) Cukup jelas.
Pasal 21 aya () Cukup jelas.
Pasal 22 aya (1) Cukiup jelas.
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Pasal 32 ayat (1)

Penrahapan pembangunan kola adalah svatu cara untul menunjang

keberhasilan  yang optimal dalara  mencapai  lujuan dan sasaran
pembangunan kota yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Tahap pertama : Tahun 199471995 - 1998/1409
Tahap kedua s Tahun 1999/2000 - 20032004
Tahap ketiga : Tahwn 2004/2005 - 2008,2000

Tahap keempat  : "Tahun 2009/2010 - 2013/2014

Passl 31 ayal (2)
Yang dimaksud dengan araban peolahapan dan pelzksanzan /
pengelolaan pembangunan titik beratnya di bidang fisik adalah program
persiapan pembangunan baru, peningkatan perbaikan, pemeliharaan dan
pemugaran,

Arahan-arahan prograra tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

b.

d.

2.

Persiapan pembuangunan baru, yaitu mempersiapkan laban dan
berbagai perlengkapannya, serla melakukan study kelayaian
tentang program pembangunan baru yang akan diterapkan.

Pembangunan baru, yaitu pengadaan fasililas / bangunan baru sesua
dengan kebutuhan perencanaan alau uotuk kebutuhan-kebutuhan
khusus.

Peningkatan, biasa dikenal sebagai rehabilitasi, yaitu wpaya
meningkatkan kualitas fasililas / bangunan, supaya dapat berfings
seperti yang direncanakan atau lebib meningkat lagi (kualitas @an
daya tampungny).

Pertuikan, yaitu kegiatan pepanganan lingkungan dan baogunan

fasilitas yang telah mengalami kerusakan baik oleh alam, wum
banguuan, dan oleh aktifitas manusia.

Pemeliharaan, yaitu kegialan rutin untuk menjaga supaya tosilitas /
tangunan hasil kerja tahun-tahun sebelumnya tetap dapat berfungsi

dengan baik dan mengupayakan supaya umur bangunan (fungsi
maupiin ekonoini) minimal sesuai dengan perencanan,

¢
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Pasal 32
Pasal 33

Pasal 34
Pasal 34

Pasal 35
Pasal 35

Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39

Pasal 40
Paszl 40

Paszl 41

<38

Pemugaran, yaitu sualu tindakan penanganan lingkungan daa}
bangunan dalam usaha mengembalikan fungsi, arti-dan sistem nilai

yang terkandung di dalamnya.

ayat.(3)
ayat.(1)
ayat (2)

ayal (1)
ayat (2)

ayal (1)
ayat.(2)

Cukup jelas,
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Culkup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

€y jdt'99

s '..F.‘. 3
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